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Berdasarkan Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Indonesia menjalankan demokrasi ekonomi dalam
pembangunan nasional yang diselenggarakan dengan prinsip kebersamaan,
efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian,
serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional.

Dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVI/MPR/1998
tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi menyatakan bahwa
kebijakan penanaman modal selayaknya selalu berdasarkan pada ekonomi
kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, Kkecil,
menengah, dan koperasi. Bahwa Kegiatan penanaman modal telah menjadi
bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai
upaya untuk meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian
nasional. Selain itu, kegiatan penanaman modal di daerah selama ini sangat
berperan penting antara lain untuk meningkatkan pendapatan masyarakat,
menyerap tenaga Kkerja lokal, memberdayakan sumber daya lokal,
meningkatkan produk domestik regional bruto, serta mengembangkan usaha
mikro, kecil, dan menengah.

Dalam mempercepat proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi

melalui penanaman modal tersebut, Pemerintah telah melakukan langkah-
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